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Thesis with the title of Model -Model Implementation Restorative Justice (Criminal Justice) 
With Case Crime Against Child Actors Child Rights Impact (Case To Handling Crime Cases With 
Child Abusers In Police Resort Big City Semarang). In tackling Restorative Justice with a child 
suspect. Based on the description in this Thesis, the issues that will be examined are: 1) Is the 
implementation of restorative justice in handling cases of crimes committed by the child can 
provide the fulfillment of the rights of the child? 2) What has been done by the Semarang City 
Police Force in the implementation of restorative justice and what is its impact on the fulfillment of 
children's rights? 
The results of the study concluded that: 1) Restorative justice programs can encourage 
children to be responsible for their actions, providing opportunities for children to replace mistakes 
made by doing good for the victim, providing opportunities for the victim to participate in the 
process, providing opportunities for children to be able to maintain relationships with families, to 
provide opportunities for reconciliation and healing in communities harmed by criminal acts. 2) 
Semarang City Police Department in carrying out restorative justice is by mediating the criminal 
case of child, implementation implementation is by diversion effort, that is settlement of child case 
from criminal justice process to process of justice outside of criminal court. The way to do this is to 
mediate between the perpetrator and the victim by involving lawyers, court parties and community 
leaders. 
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1. Latar Belakang Masalah 
Kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya kasus anak konflik dengan 
hukum terus meningkat setiap tahunnya. Data nasional yang dikeluarkan oleh Komisi 
Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada tahun 2011 mencatat adanya peningkatan 
kasus anak konflik dengan hukum, dimana anak-anak yang diajukan ke pengadilan 
meningkat 70% dari taghun sebelumnya. Dari 1.851 pengaduan kasus anak di tahun 2011, 
sebesar 89,8 % kasus anak konflik dengan hukum berakhir dengan pemidanaan atau 





 Sementara data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) hingga 
Juni 2013 terdapat 2.214 orang narapidana anak.
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Ada beragam bentuk tindakan yang dilakukan oleh anak sehingga harus berhadapan 
dengan hukum,baik yang dikategorisasikan sebagai tindakan kejahatan (crime), sebagai 
tindakan pelanggaran (offences), maupun sebagai tindakan kenakalan anak (juvenile 
deliquency). Sebagai tindak kejahatan contohnya seperti penganiayaan, pengroyokan, 
pencurian, pengrusakan, penipuan, perjudian, perkosaan, pencabulan, penggelapan, 
pembunuhan, pemerasan, pembakaran, pengedaran dan pemakaian narkotika, dan 
sebagainya. Sebagai tindakan pelanggaran misalnya berupa tindakan pelanggaran lalu 
lintas seperti mengendarai sepeda motor, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. 
Sedangkan sebagai tindak kenakalan anak contohnya seperti membolos sekolah, kabur atau 
melarikan diri dari rumah, melawan atau tidak mematuhi orang tua dan guru, tawuran, 




Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi 
kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-
prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab 
banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, 
banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, 
seperti communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), 
relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan 
community justice (keadilan masyarakat).
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Untuk menjamin pelaksanaan prinsip restorative justice dalam kasus-kasus 
kejahatan atau pelanggaran yang melibatkan anak, Pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
                                                             
1 Eko Priliawito dan Luqman Rimadi, 2011, Anak Indonesia Mendekam di Penjara, dalam 
http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara. 
2 Institute for Criminal Justice Reform, “Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Institute for 
Criminal Justice Reform, http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum. 
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Data Penanganan Kasus Anak Konflik 
3 Soerjono Soekantor dalam Bukunya Dr. Marwan Setiawan, M.Pd, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, 
Ghalia Indonesia, Desember 2015, hal.12 
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 Eva Achjani Zulfa, Mendefinisikan Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa, http://evacentre.blog 
spot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html. 
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Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian 
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
5
 
Penelitian tesis ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana model-model 
pelaksanaan restorative justice dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang dilakukan 
oleh anak berdampak terhadap pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak anak 
sebagaimana tertuang dalam Konvensi Mengenai Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian tesis ini akan mengambil studi kasus model-
model pelaksanaan restorative justice dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang 
dilakukan oleh anak di Kepolisian Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang). 
 
2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apakah pelaksanan restorative justice dalam penanganan kasus-kasus kejahatan yang 
dilakukan oleh anak dapat memberikan pemenuhan hak-hak anak ? 
2. Apa yang sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Kota Besar Semarang dalam 
pelaksanaan restorative justice  dan apa dampaknya terhadap pemeuhan hak-hak 
anak? 
 
B. Pembahasan  
1. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus-Kasus Kejahatan Yang 
Dilakukan Oleh Anak Dapat Memberikan Pemenuhan Hak-Hak Anak. 
Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk 
membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya 
adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem 
peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya 
membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman 
                                                             
5 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke 
dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikananak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik 
untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin 
profesional dalam melakukan tindak kejahatan.
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Pendekatan restorative dan asas diversi sebagai roh UU No. 11 tahun 2012 untuk 
menyelesaikan secara manusiawi kasus hukum anak. Pendekatan restorative adalah penyelesaian 
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain 
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak 
dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atau dapat dikatakan asas diversi 
menekankan penyelesaian di luar pengadilan, dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan, 
bukan lagi dengan penjara atau hukuman. Sebagaimana tujuan asas diversi diatur Pasal 6 UU No. 
11 tahun 2012 adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak 
diluar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat 
berpartipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 
 
2. Kepolisian Kota Besar Semarang Dalam Pelaksanaan Restorative Justice  Dan Dampaknya 
Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak. 
Kepolisian Kota Besar Semarang sangat berhati-hati dalam menangani kasus pidana anak 
tersebut, tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dengan upaya 
restorative justice. Dalam melakukan upaya restorative justice yaitu dengan memediasi kasus 
pidana anak, implementasi pelaksanaannya adalah dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkara 
anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan diluar peradilan pidana. Cara yang ditempuh 
adalah dengan memediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan pengacara, pihak pengadilan 
dan tokoh masyarakat. 
Sampai saat ini perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia masih 
sangat memprihatinkan, walaupun pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 
1990 dan membuat beberapa perundangan yang berkaitan dengan hak- hak anak , namun pada 
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 M.Joni dan Zulchan Z. Tanamas, 1995. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra 
Aditya Bhakti,hlm 67, Bandung 
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prakteknya tetap memperlihatkan minimnya penghormatan (respect) dan perlindungan (protect) 
aparat negara terhadap hak- hak anak. 
Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
disebutkan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak 
diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih 
mantap dan memadai, sehingga ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak perlu 
dilakukan secara khusus. 
Penyidik dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Kapolri yang menegaskan bahwa penyidik tersebut telah berpengalaman sebagai 
penyidik dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. 
a. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana anak di Polrestabes Semarang 
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan 
penyelidikan. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 bahwa 
penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak 
pidana melampaui batas umur 18 (delapan belas tahun), terhadap anak di bawah umur delapan 
tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaaan dan dikembalikan pada orang 
tua/wali. 
Untuk mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana polisi dapat memperoleh informasi 
melalui bebrapa hal, diantaranya: adanya laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui 
langsung oleh petugas Polisi republik Indonesia. 
1) Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun tidak 
tertulis (lesan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik ataupun oleh penyidik pembantu. 
Kemudian kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau 
pengaduan. Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik 
segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar- benar telah terjadi suatu 
peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh 
kepolisian berdasarkan hasil laporan, hal ini akan mempermudah pihak berwajib dalam 
melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih anak- anak maka penyelidikan 
dilakukan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHAP. 
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2) Dalam hal tertangkap tangan petugas Polisi Republik Indonesia / Penyelidik dapat segera 
melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain 
menurut hukum yang bertanggung jawab. 
3) Dalam hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh petugas Polisi Republik Indonesia, 
maka wajib segera melakukan tindakan- tindakan sesuai dengan kewenangan masing- masing, 
kemudian polisi membuat Berita Acara Penangkapan atas tindakan- tindakan yang 
dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya. 
Setelah memperoleh informasi tentang adanya tentang suatu tindak pidana maka Pejabat 
Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan. Adapun yang berwenang 
melakukan penyelidikan adalah setiap Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang khusus 
ditugaskan untuk itu (pasal 4 KUHAP). 
Langkah awal yang ditempuh penyidik Polrestabes Semarang dalam melakukan penyidikan 
adalah dengan melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan 
berkas perkara. Dalam hal penyidik telah melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib 
memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang 
dilampiri dengan berita acara. 
Kemudian polisi baru melakukan tindakan- tindakan sebagai berikut: 
1) Penindakan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak 
Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukanterhadap orang maupun benda yang 
ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan anak. Tindakan hukum tersebut berupa 
pemanggilan tersangka dan saksi, penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 
a) Pemanggilan tersangka dan saksi 
Setelah penyidik memperoleh keterangan- keterangan yang jelas tentang tindak pidana yang 
terjadi dan siapa tersangkanya , maka penydik segera melakukan pemanggilan terhadap 
tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya. Penyidik mendengarkan keterangan 
tersangka dan saksi dengan pertimbangan : 
1. Bahwa seseorang mempunyai peran sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana 
yang telah terjadi; 
2. Untuk melengkapi keterangan- keterangan ,petunjuk- petunjuk dan bukti- bukti yang sudah 
didapat, akan tetapi dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan. 
b) Penangkapan 
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Yang dimaksud dengan penangkapan adalah pengekangan sementara waktu untuk 
kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Dalam hal 
melakukan penangkapan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak perlu diperhatikan hal- 
hal yang brkaitan dengan kondisi kemasyarakatan. 
Akan tetapi penyidik juga mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
sehingga dalam melakukan penangkapan penyidik tetap memperhatikan dan berpedoman pada 
ketentuan undang- undang yang berlaku baik KUHAP maupun peraturan yang mengatur secara 
khusus yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012. 
Pada dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana, petugas polisi dalam hal ini penyidik tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih- lebih 
terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana , karena kebanyakan dari 
mereka masih polos dan jujur. 
Setelah tersangka (anak yang melakukan tindak pidana) maka terhadapnya dilakukan 
pemeriksaan, berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 
pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Bahwa dalam hal melakukan 
pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan dari 
pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau 
diadukan. 
Pemeriksaan dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan penahanan, 
mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang- Undang Hukum 




Kemudian apabila dipandang perlu untuk dilakukan penahanan, maka penyidik dapat 
menahan anakyang melakukan tindak pidana tersebut guna kepentingan penyidikan. Maksud 
dari penahanan itu adalah agar supaya anak tersebut tidak melarikan diri (alasan subyek), tidak 
akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau akan mengulangi tindak pidana lagi. 
Oleh karena itu pihak orang tua/ wali harus diberi tahu dan diberi pengertian tentang sebab- 
sebab kenapa anaknya ditahan. Penahanan dilaksanakan menurut peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk paling lama 10 (sepuluh puluh) hari berdasarkan ketentuan pasal 
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35 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Mengenai rumah tahanansedapat mungkin 
merupakan panti pengawasan (Observation/ Remand- Home). 
Dalam melakukan penahanan anak yang melakukan tindak pidana, Polrestabes Semarang 
tidak memiliki fasilitas yang memadahi tetapi tetap diusahakan dalam suatu ruangan yang 
terpisah dengan tahanan orang dewasa , dan diberikan perhatian baik dari segi kesehatan jiwa 
dan mentalnya maupun dari segi kerohanian. 
 Disamping itu anak diberi pelatihan ketrampilan yang berguna dan mudah dilaksanakan, jika 
anak tersebut masih sekolah pada kesempatan tertentu diberikan pelajaran dengan harapan anak 
tersebut masih memiliki minat dan kemauan untuk tetap belajar. 
Pada kenyataan anak yang pernah ditahan di Polrestabes Semarang memang dipisahkan dari 
tahanan orang dewasa, tapi jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan dari 
tenaga ahli , pendidikan yang diberikan hanya berupa pendisiplinan diri misalnya membantu 
mengepel, membersihkan taman dan lain- lain. 
d) Penggeledahan 
 Penggeledahan dilakukan berdasarkan hasil laporan penyidik yang dibuat oleh petugas 
penyidik/ penyidik pembantu. Untuk penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk 
kepentingan penyelidikan. Guna menjamin hak asasi manusia atau seorang atas rumah 
kediamannya, maka dalam melakukan penggeledahan harus dengan surat izin dari Ketua 
Pengadilan Negeri dan surat perintah penggeledahan. 
Dalam melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/ Kepala Desa 
bersama 2 (dua) orang saksi bila penghuni rumah tidak memberikan izin untuk digeledah (pasal 
33 butir (4) KUHAP)  
Jikalau dalam melakukan penggeledahan terdapat atau ditemukan barang bukti, maka barang 
bukti tersebut dapat disita untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan anak yang melakukan 
tindak pidana tersebut dapat ditahan untuk kepentingan pengusutan, kalau memang terbukti 
anak tersebut dapat diajukan sebagai terdakwa. 
e) Penyitaan 
Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan 
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam hal 
tertangkap tangan oleh petugas polisi maka bukti dapat langsung disita , misalnya alat yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana. 
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Dalam hal penggeledahan rumah penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan 
Negeri. Disamping itu menurut pasal 39 KUHAP ditentukan bahwa yang dapat dilakukan 
penyitaan : 
1. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari hasil tindak 
pidana; 
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya; 
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang- halangi penyidikan tindak pidana; 
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; 
6. Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang memenuhi ketentuan 
sebagaimana tersebut pada huruf a,b,c,d,e. 
Penyidik dalam memeriksa kasus anak- anak harus melakukannya dengan nuansa 
kekeluargaan dalam melakukan penyidikan, wajib meminta pertimbangan atau  saran dari 
pembimbing kemasyarakatan bahkan jika perlu dapat meminta saran kepada ahli pendidikan, ahli 
kesehatan, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.Penyidik juga harus merahasiakan 
terhadap proses penyidikan perkara anak- anak tersebut. 
 
C. Penutup 
1. Program restoratif justice dapat mendorong anak untuk bertanggung jawab atas 
perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang 
dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, memberikan kesempatan bagi si korban 
untuk ikut serta dalam proses, memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat 
mempertahankan hubungan dengan keluarga, memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi 
dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. 
2. Kepolisian Kota Besar Semarang dalam melakukan restorative justice yaitu dengan 
memediasi kasus pidana anak, implementasi pelaksanaannya adalah dengan upaya diversi, 
yaitu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan diluar 
peradilan pidana. Cara yang ditempuh adalah dengan memediasi antara pelaku dan korban 
dengan melibatkan pengacara, pihak pengadilan dan tokoh masyarakat. 
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